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Badan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan
menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan data
sekunder seperti dokumen kepegawaian, data jabatan,
Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan
jumlah data ASN yang terintegrasi dalam Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Dominasi jabatan
fungsional dalam struktur ASN, perencanaan pegawai
ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis dan
pelayanan publik. Sehingga penggunaan Infojab berfungsi
sebagai alat strategis untuk meningkatkan tata kelola
kepegawaian yang efektif di pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian penting dari
penerapan tata kelola yang baik. Perangkat daerah harus merencanakan kebutuhan ASN dengan
benar agar mereka dapat melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Menurut Hasibuan
(2019), tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk “Meramaikan dan mengatur
kebutuhan tenaga kerja organisasi, baik dari jumlah, kualitas, maupun penempatannya”. Namun,
dalam banyak kasus, penyusunan kebutuhan ASN masih menghadapi masalah seperti
ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah pegawai yang tidak optimal, dan kekurangan data
jabatan untuk membuat keputusan yang akurat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
meluncurkan sistem Informasi Jabatan (Infojab) untuk meningkatkan kondisi tersebut. Menurut
Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020, tujuan dari sistem infojab adalah untuk
“Menyediakan data jabatan yang akurat, mutakhir, dan terstandar sebagai dasar perencanaan
kebutuhan ASN secara Nasional” (KemenPANRB, 2020). Sebagai alat digitalisasi birokrasi,
infojab meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan mendukung transparansi proses
perencanaan kepegawaian.

Infojab telah digunakan untuk menyusun kebutuhan pegawai di Kabupaten Sidoarjo,
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termasuk di Lingkungan Badan. Seluruh data jabatan, uraian tugas, dan beban kerja dihimpun
secara sistematis, sehingga implementasi sistem ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan
ASN. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada prinsip good governance yang
melandasinya. Lembaga Administrasi Negara (2010) menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola
ditentukan oleh praktik birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan efektif ((LAN), 2019).

Sistem Informasi Jabatan (Infojab) yang digunakan oleh Badan Kabupaten Sidoarjo pada
tahun 2025 mengorganisasikan data kepegawaian dan jabatan berdasarkan jenis jabatan, seperti
jabatan struktural, fungsional umum, dan fungsional tertentu. Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG) merupakan hasil integrasi pengelolaan data jabatan. Ini menunjukkan
bagaimana ASN didistribusikan dan distrukturkan di bawah Badan Kabupaten Sidoarjo, dan
menunjukkan bahwa jabatan fungsional mendukung sebagian besar tugas dan fungsi organisasi,
sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah.

Dalam pemerintahan modern, penggunaan sistem informasi seperti infojab disebut sebagai
langkah teknis untuk mengelola data jabatan dan merupakan komponen penting dari rencana
reformasi birokrasi. Kemampuan pemerintah saat ini untuk membuat kebijakan cepat, tepat dan
berbasis bukti sangat penting. Untuk mencapai hal tersebut, perangkat daerah membutuhkan
informasi jabatan yang akurat dan terkini untuk membuat perencanaan kebutuhan ASN. Tanpa data
yang kuat, keputusan tentang jumlah, jenis, dan kualitas staf berpotensi tidak akurat, yang dapat
menghambat penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, standar jabatan yang tidak seragam di seluruh unit kerja, Klasifikasi jabatan yang
berbeda, dan ketidakselarasan antara beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia adalah masalah
lain yang sering muncul saat menyusun kebutuhan ASN. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi
infojab telah meningkatkan data jabatan dan memperkuat sistem perencanaan pegawai secara
nasional. Dengan sistem terstandar, proses perencanaan kebutuhan ASN dapat dilakukan secara
konsisten dan terukur, ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap perangkat daerah memiliki referensi
yang sama untuk menginput dan mengelola data jabatan.

Sebaliknya, penerapan pemerintahan yang baik dalam perencanaan kebutuhan ASN
memenuhi prinsip tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
daerah. Proses kepegawaian yang lebih percaya diri dan dapat diaudit akan tercipta jika ada
transparansi dalam penyediaan data jabatan, akuntabilitas dalam menentukan kebutuhan pegawai,
dan kepatuhan terhadap peraturan. Karena kesesuaian jumlah dan kompetensi pegawai sangat
penting untuk menjalankan tugas pemerintahan secara efektif, perencanaan kebutuhan ASN yang
baik akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi.

Prinsip good governance harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan
kontemporer. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), good governance
adalah proses penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya publik yang
menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum (UNDP,
1997).

Sejumlah kajian terdahulu telah menekankan penggunaan sistem informasi kepegawaian,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara
(ASN) di pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ASN yang
berbasis data Adalah komponen penting dalam mendukung tata kelola kepegawaian yang efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yunisa & Reviandani, 2025) tentang penerapan
analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah daerah, Anjab dan ABK
memainkan peran penting dalam menentukan kebutuhan ASN secara lebih akurat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketersediaan data jabatan yang sistematis membantu organisasi menyesuaikan
jumlah staf dengan beban kerja nyata di unit organisasi, sehingga perencanaan kebutuhan ASN
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lebih mudah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Utami dkk., 2020) melihat analisis beban kerja sebagai cara
untuk menentukan kebutuhan pegawai. Penelitian ini menemukan bahwa perhitungan beban kerja
yang sistematis dapat mengurangi ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah pegawai.
Hasilnya menegaskan bahwa analisis beban kerja adalah alat penting dalam perencanaan
kebutuhan ASN untuk mencegah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja.

Selanjutnya, dalam penelitian tentang perencanaan sumber daya manusia pada Badan
Kepegawaian Daerah, (Slamet & Imanudin, 2025) menunjukkan bahwa perencanaan ASN yang
baik harus didukung oleh data yang jelas tentang jabatan dan kebutuhan organisasi. Penelitian ini
menekankan pentingnya mengintegrasikan perencanaan sumber daya manusia dengan perubahan
struktur organisasi agar kebutuhan ASN dapat disesuaikan dengan dinamika tugas.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem informasi kepegawaian yang integrasi,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ASN. Namun,
penelitian masih terbatas tentang hubungan antara penggunaan sistem informasi jabatan dan
perencanaan kebutuhan ASN di lingkungan Badan pemerintah daerah. Akibatnya, topik yang
dibahas dalam jurnal ini berguna untuk melengkapi penelitian yang sudah ada.

Penelitian ini tidak hanya melihat fitur teknis dari penggunaan infojab sebagai alat
digitalisasi dan data jabatan, tetapi juga melihat apakah praktik perencanaan kebutuhan ASN
memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
responsivitas, kepastian hukum, berorientasi konsensus, keadilan dan inklusivitas, efektivitas dan
efisiensi, dan visi strategis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang fungsi infojab sebagai alat yang dapat membantu pemerintah daerah menjalankan tata
kelola kepegawaian yang lebih baik.

LANDASAN TEORI

Good Governance

Teori Good Governance yang dikembangkan oleh United Nations Development
Programme (UNDP) digunakan dalam penelitian ini karena kerangka konseptual yang diberikan
sangat menyeluruh dan sistematis, serta telah menjadi standar internasional untuk menilai kualitas
penyelenggaraan pemerintahan. Menurut UNDP, “Good Governance is participatory, transparent,
accountable, effective, and equitable, and it promotes the rule of law” (UNDP, 1997). Ini adalah
proses pengelolaan pemerintahan yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, efektif,
responsif, dan berlandaskan pada penegakan hukum dan nilai-nilai keadilan. Kerangka ini
memberikan dasar normatif yang kuat untuk penilaian praktik pemerintahan, terutama dalam hal
fungsi manajemen dan tata kelola sumber daya di perusahaan publik. Berdasarkan kerangka
tersebut UNDP merumuskan sembilan prinsip good governance yang menjadi indikator utama
dalam menilai sejauh mana praktik pemerintahan berjalan secara ideal, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi (Participation), menunjukkan betapa pentingnya bagi seluruh pemangku
kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Partisipasi membantu pemerintah memahami apa
yang dibutuhkan masyarakat dan membuat kebijakan lebih inklusif dan
representative.

2. Penegakan Hukum (Rule of Law), good governance membutuhkan sistem hukum
yang adil, tidak diskriminatif, dan dijalankan secara konsisten. Penegakan hukum
memastikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hak masyarakat serta mencegah
penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan.

3. Transparansi (Transparency), adalah prinsip yang berkaitan dengan keterbukaan
pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, relevan, dan akurat.
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Ini penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengawasi dan
menilai proses pemerintahan, sekaligus mengurangi kemungkinan penyimpangan.

4. Responsivitas (Responsiveness), kemampuan pemerintah untuk cepat menanggapi
kebutuhan, keadaan, dan aspirasi masyarakat ditunjukkan dalam dimensi ini.
Pemerintah yang responsif mampu mengubah kebijakan dan pelayanan publik
sesuai perkembangan kebutuhan,

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation), good governance berusaha
mengimbangi kepentingan berbagai pihak dalam masyarakat dan menemukan cara
terbaik untuk membuat keputusan. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk
mencapai kesepakatan kolektif dan menjadi mediator antara berbagai perspektif.

6. Keadilan dan Inklusivitas (Equity and Inclusiveness), prinsip ini menjamin bahwa
setiap kelompok, terutama kelompok yang kurang terwakili atau rentan, memiliki
kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Pemerintahan yang
tidak diskriminatif dan mengutamakan kesejahteraan umum didasarkan pada
inklusi.

7. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency dan Effectiveness), hasil yang optimal dan
pemanfaatan sumber daya yang sebaik mungkin ditekankan di sini. Pengelolaan
anggaran dan aset public harus efektif, tepat sasaran, dan tidak boros.

8. Akuntabilitas (Accountability) berarti bahwa pengambil keputusan di pemerintahan,
sektor publik, bisnis, dan masyarakat bertanggungjawab atas tindakan, kebijakan
dan hasil yang mereka hasilkan. Pemerintah harus dapat diaudit, dinilai, dan
dimintai pertanggungjawaban.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) menekankan bahwa pemimpin dan masyarakat
harus memiliki perspektif jangka panjang tentang tata kelola, pembangunan, dan
bagaimana perubahan dapat dilakukan. Visi strategis membantu kebijakan dibuat
untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan memikirkan masa depan.

Perencanaan Kebutuhan ASN

Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah proses sistematis yang
dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memastikan kesediaan jumlah, jenis, dan kualifikasi
pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Perencanaan Kebutuhan
ASN didefinisikan sebagai “menetapkan jumlah dan jenis-jenis jabatan ASN berdasarkan analisis
beban kerja” (PP 11/2017, Pasal 56). Proses ini mewajibkan setiap organisasi untuk
mengidentifikasi  kebutuhan pekerja jangka pendek dan jangka Panjang dengan
mempertimbangkan volume pekerjaan, struktur organisasi, dan kompetensi yang diperlukan. (P.
R. Indonesia, 2017)

Perencanaan Kebutuhan ASN tidak hanya mengatur jumlah staf yang diperlukan, tetapi
juga melakukan evaluasi pegawai, termasuk distribusi, kualifikasi dan kesenjangan kompetensi.
Untuk memastikan bahwa instansi memiliki pegawai yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan
fungsi perangkat daerah, perencanaan kebutuhan ASN dibuat berdasarkan data hasil Analisis
Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). (KemenPANRB, 2020)
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Sistem Informasi Jabatan (Infojab)

PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020, mengatur bahwa seluruh instansi harus menyusun
dan mendokumentasikan informasi jabatan yang sistematis dan mencakup uraian tugas, tanggung
jawab, hasil kerja, dan kompetensi jabatan. Informasi ini akan menjadi dasar untuk membangun
sistem data jabatan, yang dapat digunakan sebagai dasar Penyusunan Kebutuhan ASN. Selain itu,
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa standarisasi kompetensi jabatan dan
penyusunan nomenklatur jabatan harus dilaksanakan secara nasional. Dengan undang-undang ini,
posisi infojab sebagai alat yang membantu menyamakan posisi di antara instansi. Standar nasional
ini membuat data di infojab lebih mudah dibandingkan, lebih konsisten, dan dapat digunakan untuk
mengatur kebutuhan pegawai yang lebih akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Mulyana (2008) dalam buku
yang ditulis oleh (Fiantika dkk., 2022). kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk memahami
fenomena secara menyeluruh dengan menggambarkan data dan fakta dalam kata-kata. Metode ini
berangkat dari pandangan bahwa makna, konteks, dan pengalaman yang melekat pada subjek
penelitian adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang
realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat diukur hanya dengan angka. Mulyana
menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, itu juga berfokus
pada proses, pola interaksi, dan interpretasi dari keadaan sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utama untuk
menganalisis proses perencanaan kebutuhan ASN di Lingkungan Badan Kabupaten Sidoarjo. Data
sekunder ini termasuk dokumen kepegawaian, data jabatan, uraian tugas, beban kerja, dan hasil
penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang dimasukkan melalui
Sistem Informasi Jabatan (Infojab).

Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada evaluasi proses bukan
pada persepsi individu. Dengan data ini, penuli dapat melihat bagaimana perangkat daerah
menerapkan undang-undang seperti PP Nomor 11 Tahun 2017, PermenPANRB Nomor 1 Tahun
2020, dan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 terkait perencanaan kebutuhan ASN. Selain itu,
data sekunder membantu penulis menemukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan
standar manajemen yang baik yang ditetapkan oleh UNDP (1997), yang meliputi akuntabilitas,
transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Good Governance yang ditetapkan
oleh United Nations Development Programme (UNDP) diterapkan dalam proses perencanaan
kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo di lingkungan Badan. Fokus analisis
Adalah penggunaan sistem Informasi Jabatan (Infojab) sebagai alat utama untuk menetapkan
kebutuhan ASN dan bagaimana hal itu berkaitan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang
baik.

Untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan Badan Kabupaten Sidoarjo, Sistem
Informasi Jabatan (Infojab) digunakan untuk mengumpulkan data tentang uraian tugas, fungsi
jabatan, kompetensi, dan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kondisi ini menunjukkan
bahwa proses perencanaan kebutuhan ASN didukung oleh data yang stabil dan terdokumentasi
dengan baik, yang memberikan basis yang lebih adil untuk menentukan kebutuhan pegawai.
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Menurut UNDP (1997), penggunaan infojab memungkinkan informasi jabatan yang jelas
dan dapat diakses internal oleh unit kerja yang relevan. Dengan menyajikan data jabatan secara
terstruktur, proses penyusunan kebutuhan ASN tidak lagi tertutup. Semua unit kerja memiliki
referensi data yang sama untuk menyusun kebutuhan pegawai, yang mengurangi kemungkinan
kesalahan data dan meningkatkan keterbukaan proses perencanaan.

Adanya rekam jejak digital dari semua data jabatan dan kebutuhan ASN yang dimasukkan
ke dalam Infojab memungkinkan evaluasi dan pemeriksaan instansi Pembina kepegawaian untuk
memverifikasi dan mempertanggungjawabkan data tersebut. Ini menunjukkan prinsip
akuntabilitas. Oleh karena itu penetapan kebutuhan ASN didasarkan pada data formal yang
terdokumentasi secara sistematis dari hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, bukan pada
asumsi atau perkiraan semata.

Dengan adanya Infojab, input, pengolahan, dan penyajian data jabatan dapat dilakukan
secara lebih cepat dan konsisten daripada sebelumnya, karena penggunaan sistem ini
menyederhanakan proses perencanaan kebutuhan ASN. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip
efektivitas dan efisiensi yang ditetapkan oleh Good Governance (UNDP) 1997 dapat diterapkan
untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu dan sumber daya.

Kemampuan Lingkungan Badan Kabupaten Sidoarjo untuk menyesuaikan perencanaan
kebutuhan ASN dengan perubahan kebijakan, struktur organisasi, dan dinamika beban kerja
menunjukkan prinsip responsivitas. Instansi dapat menanggapi kebutuhan pegawai secara lebih
fleksibel dan tepat waktu melalui mekanisme pemutakhiran data jabatan di Infojab. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan ASN bergerak sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan tidak statis.

Selain itu, prinsip partisipasi ditunjukkan oleh partisipasi unit kerja dalam menyusun dan
mengupdate data jabatan. Sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan tugas, setiap unit kerja
memberikan informasi tentang uraian tugas dan beban kerja. Dengan berpartisipasi, data yang
dimasukkan ke infojab tidak hanya administratif tetapi juga memenuhi kebutuhan organisasi.
Karena perencanaan kebutuhan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan Kkeselarasan
kepentingan antarunit kerja, proses ini mendukung prinsip orientasi konsensus.

Perencanaan kebutuhan ASN didasarkan pada beban kerja dan fungsi jabatan, bukan
kepentingan individu atau kelompok tertentu, dalam konteks keadilan dan inklusivitas, setiap unit
kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan inklusi
yang ditetapkan oleh UNDP (1997), perencanaan kebutuhan ASN dirancang secara objektif dan
adil.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip Good Governance melalui pemanfaatan infojab
menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai
alat tata kelola yang mendukung kejelasan data, Ketepatan perencanaan, dan legitimasi keputusan
yang dibuat oleh pegawai. Infojab memastikan bahwa kebutuhan ASN di Badan Kabupaten
Sidoarjo dilakukan secara jelas, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan sesuai hukum. Ini
membantu meningkatkan profesionalitas dan kualitas manajemen kepegawaian di pemerintah
daerah.

Penerapan prinsip rule of law tercermin dari kepatuhan Lingkungan Badan Kabupaten
Sidoarjo terhadap regulasi yang mengatur manajemen ASN dan pengelolaan data jabatan, yakni
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang
nomenklatur dan standar kompetensi jabatan, dan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang
penjaminan kualitas data dan informasional.
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Dari sudut pandang visi strategis, penggunaan infojab menunjukkan bahwa pemerintah
daerah sedang berusaha untuk membangun manajemen ASN yang profesional dan berkelanjutan.
Perencanaan kebutuhan ASN dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan sesuai
dengan rencana reformasi birokrasi dan Pembangunan daerah. Oleh karena itu, infojab berfungsi
sebagai alat strategis untuk membantu meningkatkan tata kelola kepegawaian.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Jabatan (Infojab), data jumlah pegawai di
Kabupaten Sidoarjo dapat dihimpun secara jelas berdasarkan jabatan dan perangkat daerah. Berikut
disajikan data jJumlah pegawai sebagai hasil penerapan Infojab dalam perencanaan kebutuhan ASN
di Lingkungan Badan Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Perangkat Daerah Struktural | Fungsional | Fungsional Jumlah
Umum Tertentu Pegawai

Badan Pengelolaan 6 50 7 63
Keuangan dan Aset
Daerah
Badan Pelayanan Pajak 5 71 9 85
Daerah
Badan Kepegawaian 8 34 24 66
Daerah
Badan Perencanaan 7 24 17 48
Pembangunan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa 5 10 2 17
dan Politik
Badan Penanggulangan 6 50 32 88
Bencana Daerah

Sumber : Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
LKJIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Di lingkungan Badan Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh jabatan fungsional baik
fungsional umum maupun fungsional tertentu, sementara jumlah jabatan struktural relatif lebih
sedikit. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan lebih
menekankan pelaksanaan fungsi teknis dan pelayanan dibanding fungsi struktural.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ASN menggunakan Infojab untuk merencanakan
kebutuhan dengan mempertimbangkan karakteristik beban kerja dan kebutuhan riil masing-masing
perangkat daerah. Dengan data jabatan yang terorganisir, penentuan kebutuhan pegawai tidak
hanya didasarkan pada struktur organisasi tetapi fungsi dan hasil kerja juga. Ini mendukung prinsip
efisiensi dan efektivitas dalam good governance.

Dalam LKJIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dituliskan, dengan jumlah Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya RPJMD
Kabupaten Sidoarjo. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan baik dari segi softskill maupun
hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi
kualitas/lkompetensi SDM.
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Menurut data dan penjelasan sebelumnya, perencanaan kebutuhan ASN di Badan
Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa ada upaya untuk menyesuaikan struktur jabatan, beban
kerja, dan ketersediaan staf. Tabel yang menyajikan data jabatan menunjukkan komposisi jabatan
struktural dan fungsional serta jumlah staf yang tersebar di masing-masing Badan. Sejauh mana
perencanaan kebutuhan ASN telah disusun secara proporsional dan logis dapat dinilai berdasarkan
kondisi ini.

Hasil pengolahan data jabatan menunjukkan bahwa jabatan fungsional berperan paling
banyak dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan. Dominasi jabatan fungsional menunjukkan
bahwa, dibanding menambah jabatan struktural, organisasi lebih membutuhkan pegawai dengan
keahlian teknis tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa organisasi telah beralih ke arah
meningkatkan fungsi kerja daripada hanya meningkatkan struktur. Oleh karena itu, perencanaan
kebutuhan ASN berpusat pada efisiensi pelaksanaan tugas daripada hierarki jabatan.

Dalam kenyataannya, penggunaan infojab membantu memastikan bahwa perencanaan
kebutuhan ASN Kkonsisten dengan dokumen kepegawaian lainnya. Untuk menghindari
ketidaksesuaian antara kualifikasi pegawai yang tersedia dengan tuntutan jabatan yang ada, data
jabatan yang terintegrasi memudahkan proses penyesuaian antara kebutuhan pegawai, formasi
jabatan, dan kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, perencanaan kebutuhan ASN
mempertimbangkan kualitas dan kuantitas aparatur.

Selain itu, diskusi ini menunjukkan bahwa ada infojab yang membantu pimpinan membuat
Keputusan tentang pegawai. Data jabatan yang telah dianalisis dan diverifikasi sekarang membantu
ASN membuat Keputusan tentang kebutuhan. Kondisi ini mengurangi kemungkinan kesalahan
dalam penetapan kebutuhan pegawai dan membuat proses perencanaan lebih objektif.

Data jabatan di infojab dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan kebijakan,
struktur organisasi, dan dinamika beban kerja, mendukung kebutuhan perencanaan ASN. Oleh
karena itu, perencanaan kebutuhan ASN beradaptasi dengan pertumbuhan organisasi dibandingkan
dengan bersifat statis. Hal penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tugas
pemerintahan dan pelayanan public terus dilakukan.

Untuk Badan Kabupaten Sidoarjo, penggunaan infojab juga membantu mendefinisikan
peran dan tanggung jawab antar jabatan. Kejelasan ini menghasilkan lebih banyak koordinasi kerja
dan lebih sedikit tumpeng tindih tugas antar pegawai. Karena setiap jabatan memiliki tanggung
jawab yang jelas menurut hasil analisis jabatan, kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan
efisiensi kerja organisasi.

Data dan tabel sebelumnya menunjukkan bahwa infojab tidak hanya menyimpan data
jabatan tetapi juga membantu perencanaan kebutuhan ASN lebih sistematis. Perencanaan
kebutuhan ASN di Badan Kabupaten Sidoarjo telah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan
organisasi dengan mempertimbangkan beban kerja dan fungsi jabatan. Perencanaan kebutuhan
ASN berbasis infojab benar-benar membantu mengatur aparatur dengan lebih sesuai dengan
kebutuhan kerja. Adanya data jabatan yang terorganisir sangat membantu dalam pengambilan
Keputusan yang berkelanjutan tentang pegawai di pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penggunaan Sistem Informasi Jabatan (Infojab) dalam proses perencanaan kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kabupaten Sidoarjo telah memainkan peran penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan menggunakan
infojab, data jabatan dapat diakses secara sistematis, terdokumentasi, dan terintegrasi, sehingga
proses perencanaan kebutuhan ASN tidak lagi bergantung pada asumsi, tetapi lebih fakta. Hasil
analisis menunjukkan bahwa menggunakan infojab untuk merencanakan kebutuhan ASN telah
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mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan data jabatan terbuka dan rekam jejak
digital yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem ini, penyusunan kebutuhan ASN
dapat dilakukan secara lebih sistematis, konsisten, dan sesuai dengan beban kerja masing-masing
perangkat daerah, mendukung prinsip efektivitas dan efisiensi. Fakta bahwa jabatan fungsional
mendominasi struktur ASN di Badan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa perencanaan
kebutuhan pegawai difokuskan untuk memaksimalkan fungsi teknis dan pelayanan publik.
Penggunaan infojab juga menunjukkan prinsip responsivitas dan partisipasi, karena setiap unit
kerja terlibat dalam penyusunan dan pemutakhiran data jabatan sesuai dengan kondisi pekerjaan
sebenarnya. Perencanaan kebutuhan pegawai ASN didasarkan pada penegakan hukum dan tujuan
strategis pembangunan sumber daya manusia aparatur, seperti yang ditunjukkan oleh kepatuhan
ASN terhadap peraturan yang mengatur manajemen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mengoptimalkan Sistem Informasi Jabatan (Infojab)
dapat meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara di tingkat pemerintah daerah secara
strategis. Pemerintah daerah dapat membuat perencanaan kebutuhan ASN yang lebih sesuai dengan
perubahan kebijakan, tuntutan, pelayanan public, dan dinamika organisasi dengan menggunakan
infojab yang didukung oleh Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Oleh karena itu, uuntuk
memastikan sistem ini tetap beroperasi dengan baik, sangat penting untuk terus meningkatkan
kapasitas aparatur pengelola infojab, meningkatkan integrasi data kepegawaian, dan terus
mengupdate data jabatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa infojab tidak hanya berfungsi
sebagai alat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan
strategis untuk membangun tata kelola kepegawaian yang professional, berkelanjutan, dan selaras
dengan prinsip good govenance di pemerintah daerah. .
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